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Abstract 
This study aims to determine the effect of GDP, development spending, and the total 
production population at PAD Regency / City in the province of Central Sulawesi. Data used in the 
study is secondary data in the form of time series data from 2013 to 2015. Variable independents 
consist of gross regional domestic product, development expenditure, and the number of productive 
population, while dependent variable of the study is local revenues. Data collected through 
observation, interviews, and documents, data is analyzed with multiple regressions analysis with 
partial and simultaneous tests. The finding show that gross regional domestic product, 
development expenditures, and the number of productive population simultaniously have positive 
and significant influence on local revenues. Development expenditure partially has significant 
influence on local revenues. Gross regional domestic product has dominant influence on local 
revenues in central sulawesi. 
Keywords: development expenditures, the number of productive population, gross regional 
domestic product, and local revenues  
 
Pendapatan asli daerah dapat  dikatakan  
sebagai  pendapatan  rutin  dari  usaha-usaha  
pemerintah  daerah dalam  memanfaatkan  
potensi-potensi  sumber  keuangan  
daerahnya  untuk membiayai  tugas  dan  
tanggungjawabnya   (Mardiasmo,   2002).  
Pendapatan  asli daerah merupakan  salah 
satu sumber penerimaan  yang harus selalu 
ditingkatkan pertumbuhannya, yang tentunya 
ditindaklanjuti dengan memberikan  
pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas 
umum bagi masyarakat. Pertumbuhan  
ekonomi berarti perkembangan  kegiatan 
dalam perekonomian yang menyebabkan 
barang dan jasa yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah dan  kemakmuran  
masyarakat  meningkat  (Sukirno,  2004).  
Pertumbuhan  ekonomi suatu daerah dapat 
diukur dengan produk domestik regional 
bruto (PDRB). PDRB adalah merupakan nilai 
dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi 
dalam waktu satu  tahun  di  suatu  wilayah  
tertentu  tanpa  memperhatikan  kepemilikan  
faktor produksi  yang  digunakan  dalam  
proses  produksi  itu,  (BPS,  Provinsi 
Sulawesi Tengah. 2012). 
Jika pembangunan  infrastruktur  dan 
sarana  prasarana  yang ada di daerah 
memadai maka masyarakat dapat melakukan 
aktivitas sehari-harinya secara aman dan  
nyaman  sehingga  akan  meningkatkan  
produktifitasnya   dan  akan  menarik 
investor  untuk  membuka  usaha  di  daerah  
tersebut  sehingga  berdampak  pada 
peningkatan pendapatan asli daerah 
(Abimanyu,2005). Jumlah penduduk di 
dalam pembangunan ekonomi suatu daerah 
merupakan  permasalahan  mendasar, karena 
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 
dapat mengakibatkan tidak tercapainya 
tujuan pembangunan ekonomi yaitu 
kesejahteraan rakyat. Dikalangan para pakar 
pembangunan, terdapat konsensus bahwa laju 
pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak 
hanya berdampak buruk terhadap supply 
bahan pangan, tetapi juga semakin membuat  
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kendala  bagi pengembangan  tabungan,  
cadangan  devisa,  dan sumber daya  manusia  
(Maier  dalam  Kuncoro,  2004).  Menurut  
Jaya  (2013)  Penduduk produktif   adalah 
penduduk yang berusia 15 tahun hingga 59 
tahun sebagai salah satu faktor pertumbuhan 
ekonomi. Banyaknya penduduk usia 
produktif diharapkan mampu  menjadi  
penggerak  perekonomian,  baik  sebagai  
tenaga kerja  berkualitas maupun sebagai 
pembuka lapangan kerja yang akan menyerap 
angkatan kerja. Dengan demikian, beban 
tanggungan terhadap penduduk usia dini dan 
usia lanjut akan semakin rendah. 
Meningkatnya jumlah penduduk 
produktif dapat mendorong peningkatan 
produksi sehingga akan mengakibatkan 
adanya perluasan dan pendirian usaha baru 
pada sektor produksi. Pendirian usaha baru 
akan menambah angkatan kerja yang bekerja, 
sehingga pendapatan masyarakat akan 
cenderung meningkat. Dengan adanya 
kecenderungan pertambahan penduduk 
produktif pada gilirannya akan meningkatkan 
penerimaan pendapatan asli daerah (Sukirno, 
2004). 
Dari fenomena tersebut diatas maka 
perlu adanya suatu penelitian yang 
diharapkan dapat memberikan rekomendasi 
untuk peningkatan pendapatan asli daerah 
(PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah, 
sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik 
memilih judul Pengaruh PDRB, Pengeluaran 
Pembangunan, dan Jumlah penduduk 
produktif terhadap pendapatan asli daerah 
kabupaten/kota di provinsi sulawesi tengah. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1)Bagaimana perkembangan PDRB, 
Pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk 
produktif dan PAD Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi tengah; 2) apakah PDRB, 
pengeluaran pemerintah dan jumlah 
penduduk produktif secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap PAD 
kabupaten/kota di provinsi Sulawesi tengah; 
3) apakah factor PDRB secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap PAD; 
Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi tengah; 
4) apakah pengeluaran pemerintah secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD 
kabupaten/kota di provinsi sulawesi tengah; 
5) apakah factor jumlah penduduk produktif 
secara parsial berpengaruh signifikan 





Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif dengan metode 
pendekatan verifikatif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif, yaitu data sekunder menggunakan 
runtut waktu (time series) selama 3 tahun 
mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 
Sumber data utama berasal dari publikasi 
BPS berupa data PDRB (Produk Regional 
Domestic Bruto) berdasarkan harga konstan 
2013-2015 dan data jumlah penduduk 
berdasarkan angkatan kerja dari tahun 2013 
hingga 2015 serta data LHP BPK RI berupa 
LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah) Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Tengah. 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa 
dokumentasi (pengumpulan data berdasarkan 
dokumen dan laporan tertulis) dan 
wawancara dengan pihak terkait yang 
berhubungan dengan penelitian ini.  
Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan metode pendekatan 
kuantitatif. Dengan  menggunakan data 
sekunder yang yang diperoleh dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) dan data PDRB 
dari Badan Pusat Statistik (BPS). Software 
yang digunakan untuk menganalisis data 
penelitian adalah program SPSS Statistics 
16.0 
Populasi dalam penelitian ini adalah 11 
(sebelas) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan menggunakan 
dimensi waktu selama 3 (tiga) tahun. Adapun 
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daerah Kabupaten/Kota yang menjadi 
Populasi adalah: 1) Kabupaten Banggai; 2) 
Kabupaten Banggai Kepulauan; 3) 
Kabupaten Buol; 4) Kabupaten Donggala; 5) 
Kabupaten Morowali; 6) Kabupaten Parigi 
Moutong; 7) Kabupaten Poso; 8) Kabupaten 
Sigi; 9) Kabupaten Tojo Una-Una; 10) 
Kabupaten Toli-Toli; 11) Kota Palu. 2 (dua) 
kabupaten baru yaitu morowali utara dan 
banggai laut belum dimasukkan dalam 
penelitian ini dikarenakan baru di mekarkan 
tahun 2013. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah  purposive sampling, 
yaitu pengambilan sampel berdasarkan 
kriteria tertentu dengan pertimbangan 
(judgement Sampling). Adapun kriteria dari 
sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut: 1) Kabupaten/Kota yang 
memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
pada kurun waktu tahun 2013-2015 yang 
berisi data realisasi Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Perimbangan yang termuat dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) berdasarkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (LHP BPK-RI) 
Perwakilan Sulawesi Tengah; 2) 
Kabupaten/Kota yang memiliki data 
pertumbuhan ekonomi melalui Produk 
Domestic Regional Bruto (PDRB) 
berdasarkan atas harga konstan tahun 2013 
pada kurun waktu tahun 2013-2015 
berdasarkan katalog Sulawesi Tengah dalam 
angka 2016 yang dipublikasikan oleh Badan 













HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Perkembangan pendapatan asli daerah 
(PAD)  
Tabel 1. Rata-rata realisasi penerimaan 




Berdasarkan tabel tersebut terlihat 
bahwa rata-rata realisasi pendapatan daerah 
yang bersumber dari penerimaan PAD pada 
umumnya menunjukkan adanya 
perkembangan yang positif, dimana realisasi 
penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2013 
hingga 2015 terus mengalami peningkatan, 
hanya Kabupaten Morowali yang satu-
satunya kabupaten yang realisasi penerimaan 
PAD-nya menunjukkan fluktuatif. 
Merujuk pada realisasi penerimaan 
PAD Tahun Anggaran 2013 sebagai tahun 
dasar, maka dapat dilihat pertumbuhan 
realisasi penerimaan PAD Tahun 2013 
hingga 2015 sebagaimana pada tabel berikut 
ini:  
Tabel 2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Tahun Anggaran 2013 – 2015 (%) 
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Rata-rata pertumbuhan realisasi 
penerimaan PAD Tahun Anggaran 2013 
hingga 2015 di 11 Kabupaten/Kota 
sebagaimana pada Tabel 4.2 menunjukkan 
besaran 42,66% dengan rata-rata 
pertumbuhan tertinggi di Kabupaten 
Morowali dengan besaran 79,25%, 
sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah 
terjadi di Kabupaten Banggai kepulauan 
dengan pertumbuhan sebesar20,82%. 
 
Tabel 3. Rata-rata Kontribusi PAD 
Terhadap Total Pendapatan Daerah Pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 
Tahun Anggaran 2013 – 2015 (%) 
 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa rata-
rata kontribusi PAD terhadap total 
pendapatan masih dibawah 10% tetapi dari 
Tahun Anggaran 2012 hingga 2015 
kontribusinya mengalamipeningkatan. 
Selanjutnya, untuk dapat mengetahui 
penerimaan PAD pada Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah, maka harus dilihat setiap 
komponen penerimaan PAD, sebagai berikut:  
 
1. Pajak Daerah 
Rata-rata realisasi penerimaan pajak 
daerah Tahun Angaran 2013 – 2015 dapat 










Tabel 4. Rata-rata Realisasi Penerimaan 
Pajak Daerah Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Tengah Tahun Angaran  
2013 – 2015 (Juta) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan 3,768.09                     3,983.11                     3,781.63                     3,844.28                   
2 Banggai 20,398.15                   28,953.73                   30,124.92                   26,492.27                 
3 Morowali 6,077.10                     2,911.82                     9,253.91                     6,080.94                   
4 Poso 6,408.81                     10,062.36                   9,640.54                     8,703.90                   
5 Donggala 23,443.91                   21,711.43                   23,590.44                   22,915.26                 
6 Tolitoli 4,359.91                     6,673.85                     7,945.93                     6,326.56                   
7 Buol 10,642.87                   6,718.15                     6,118.24                     7,826.42                   
8 Parigi Moutong 5,084.31                     8,377.39                     9,638.98                     7,700.23                   
9 Tojo Una-Una 3,897.51                     5,473.90                     8,293.95                     5,888.45                   
10 Sigi 4,230.51                     7,708.52                     7,278.87                     6,405.97                   
11 Palu 60,163.88                   79,075.43                   88,272.57                   75,837.29                 




Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 
2012-2014 (data diolah) 
  
Tabel 4 memperlihatkan bahwa dari 11 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Kota 
Palu merupakan daerah yang memiliki 
tingkat realisasi penerimaan pajak daerah 
tertinggi dari Tahun Anggaran 2013 hingga 
2015 dengan rata-rata sebesar Rp. 75,837 
miliyar. Sementara Kabupaten Banggai 
Kepulauan merupakan daerah dengan rata-
rata penerimaan terendah yaitu hanya sebesar 
Rp. 3,844 Miliyar. 
 
Tabel 5. Rata-rata Pertumbuhan 
Penerimaan Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 
Tahun Anggaran 2013 – 2015 (%) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan -             5.71            (5.06)           0.32              
2 Banggai -             41.94          4.05            22.99            
3 Morowali -             (52.09)         68.92          8.42              
4 Poso -             57.01          (4.19)           26.41            
5 Donggala -             (7.39)           8.65            0.63              
6 Tolitoli -             53.07          19.06          36.07            
7 Buol -             (36.88)         (8.93)           (22.90)           
8 Parigi Moutong -             64.77          15.06          39.91            
9 Tojo Una-Una -             40.45          51.52          45.98            
10 Sigi -             82.21          (5.57)           38.32            
11 Palu -             31.43          11.63          21.53            




Sumber : Tabel 5 (data diolah) 
  
Tabel diatas memperlihatkan bahwa 
dilihat dari rata-rata pertumbuhan 
penerimaan pajak daerah adalah sebesar 
19,79%, tetapi dilihat dari pertumbuhan dari 
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tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan 
yang menurun.  
1. Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. Sebagaimana pajak 
daerah, pemungutan retribusi daerah juga 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009. Realisasi penerimaan retribusi 
daerah pada 11 kabupeten/kota di Sulawesi 
Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2015 dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 6. Rata-rata Realisasi Penerimaan 
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013 – 
2015 (Juta Rupiah) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan 3,619.76                   1,005.38                   1,666.42                   2,097.19                   
2 Banggai 37,579.87                 49,469.78                 50,754.08                 45,934.58                 
3 Morowali 22,410.36                 11,198.34                 23,904.26                 19,170.98                 
4 Poso 19,725.37                 36,253.21                 9,947.08                   21,975.22                 
5 Donggala 8,541.88                   15,235.05                 2,530.10                   8,769.01                   
6 Tolitoli 11,150.32                 20,409.85                 3,075.12                   11,545.10                 
7 Buol 10,755.58                 3,078.89                   3,343.64                   5,726.04                   
8 Parigi Moutong 19,873.54                 6,394.68                   5,130.53                   10,466.25                 
9 Tojo Una-Una 15,789.99                 23,946.43                 23,941.55                 21,225.99                 
10 Sigi 4,722.48                   3,017.84                   3,694.07                   3,811.46                   
11 Palu 17,037.63                 16,890.65                 16,011.92                 16,646.73                 




Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 
2013-2015 (data diolah) 
  
Gambaran realisasi penerimaan 
retribusi daerah sebagaimana tampak pada 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa dalam 
besaran penerimaannya mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-
rata sebesar Rp. 15,215 Miliyar. Selanjutnya, 
dari sisi pertumbuhan penerimaan retribusi 
daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan 
yang lebih besar dibandingkan dengan rata-
rata pertumbuhan pada penerimaan pajak 
daerah. Adapun secara rinci pertumbuhan 
penerimaan retribusi daerah dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
 
Tabel 7. Rata-rata Pertumbuhan 
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 
Anggaran 2013 – 2015 (Persen) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan -          (72.23)     65.75       (3.24)       
2 Banggai -          31.64       2.60         17.12       
3 Morowali -          (50.03)     113.46     31.72       
4 Poso -          83.79       (72.56)     5.61         
5 Donggala -          78.36       (83.39)     (2.52)       
6 Tolitoli -          83.04       (84.93)     (0.95)       
7 Buol -          (71.37)     8.60         (31.39)     
8 Parigi Moutong -          (67.82)     (19.77)     (43.80)     
9 Tojo Una-Una -          51.66       (0.02)       25.82       
10 Sigi -          (36.10)     22.41       (6.84)       
11 Palu -          (0.86)       (5.20)       (3.03)       
Rata-rata -          2.73         (4.82)       (1.05)       
Tahun Anggaran
Rata-rataNo Kabupaten/Kota
Sumber : Tabel 7 (data diolah) 
  
Tabel 7 memperlihatkan bahwa 
pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di 
11 kabupaten/kota dengan Tahun Anggaran 
2013 sebagai tahun dasar rata-rata sebesar 
1,05%. Sementara rata-rata pertumbuhan dari 
Tahun Anggaran 2014 hingga 2015 
menunjukkan penurunan pertumbuhan yang 
cukup signifikan yaitu dari 2,73% di Tahun 
2014 menjadi hanya -4,82% di Tahun 2015. 
Turunnya rata-rata pertumbuhan di Tahun 
Anggaran 2015 tersebut disebabkan oleh 
turunnya penerimaan retribusi daerah pada 7 
daerah, dimana 6 (Tujuh) daerah yaitu 
Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, 
Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong dan Sigi 
yang mengalami pertumbuhan negatif relatif 
cukup tinggi karena adanya pengalihan 
retribusi pelayanan kesehatan menjadi obyek 
lain-lain PAD yang sah berkaitan dengan 
dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) 
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).  
Sementara pada Kota Palu turunnya 
penerimaan retribusi daerah disebabkan 
karena adanya pencabutan beberapa 
Peraturan Daerah (PERDA) retribusi daerah 
dari 23 jenis retribusi daerah di Tahun 2014 
menjadi 20 jenis retribusi daerah di Tahun 
2015 yaitu retribusi penggantian biaya kartu 
tanda penduduk dan akta catatan sipil, 
retribusi pelayanan pasar dan retribusi 
pelayanan tera/tera ulang.   
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2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan merupakan pendapatan 
daerah dari bagian laba atas penyertaan 
modal pemerintah daerah baik kepada Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan 
swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
Penerimaan PAD yang bersumber dari hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan pada 11 kabupaten/kota di 
Sulawesi Tengah diperoleh dari penyertaan 
modal pada PT. Bank SULTENG dan 
sebagian pemerintah daerah juga melakukan 
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM).  
Gambaran penerimaan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan pada Tahun Anggaran 2013 – 
2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 8. Rata-rata Realisasi Penerimaan 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan Tahun Anggaran 2013 – 2015 
(Juta Rupiah) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan 323.91                      222.53                      481.30                      342.58                      
2 Banggai 1,558.46                   1,198.76                   2,420.27                   1,725.83                   
3 Morowali 901.79                      806.42                      1,784.65                   1,164.29                   
4 Poso 1,676.92                   1,133.53                   2,201.47                   1,670.64                   
5 Donggala 1,926.26                   1,273.40                   2,744.55                   1,981.40                   
6 Tolitoli 1,649.21                   1,171.77                   2,423.57                   1,748.18                   
7 Buol 1,289.65                   1,232.54                   1,644.59                   1,388.93                   
8 Parigi Moutong 2,028.68                   1,678.82                   1,612.94                   1,773.48                   
9 Tojo Una-Una 1,493.88                   1,018.58                   2,190.14                   1,567.53                   
10 Sigi 2.60                          189.65                      329.18                      173.81                      
11 Palu 1,918.23                   791.71                      1,315.33                   1,341.76                   





Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 
2013-2015 (data diolah) 
 
Tabel 8 memperlihatkan bahwa 
realisasi penerimaan yang bersumber dari 
penyertaan modal pemerintah daerah ke 
badan usaha milik daerah (BUMD) relatif 
masih rendah dibandingkan dengan sumber 
penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan 
karena penerimaannya tergantung pada 
deviden yang diperoleh dari hasil usaha 
BUMD dan seberapa besar saham 
pemerintah daerah pada BUMD.  
Tabel 9. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan Tahun Anggaran 2013 – 2015 
(dalam persen) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan -          (31.30)     116.29     42.49       
2 Banggai -          (23.08)     101.90     39.41       
3 Morowali -          (10.58)     121.31     55.36       
4 Poso -          (32.40)     94.21       30.91       
5 Donggala -          (33.89)     115.53     40.82       
6 Tolitoli -          (28.95)     106.83     38.94       
7 Buol -          (4.43)       33.43       14.50       
8 Parigi Moutong -          (17.25)     (3.92)       (10.59)     
9 Tojo Una-Una -          (31.82)     115.02     41.60       
10 Sigi -          7,206.60  73.57       3,640.08  
11 Palu -          (58.73)     66.14       3.71         
Rata-rata -          630.38     85.48       357.93     
Tahun Anggaran
Rata-rataNo Kabupaten/Kota
Sumber : Tabel 9 (data diolah) 
  
Pertumbuhan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 
Anggaran 2013 – 2015 dengan Tahun 
Anggaran 2013 sebagai tahun dasar 
memperlihatkan bahwa rata-rata 
pertumbuhannya sebesar 357,93%. 
Tingginya pertumbuhan tersebut didorong 
oleh tingkat pertumbuhan di Kabupaten 
Morowali yang mencapai 121,31%. Sebagai 
daerah kabupaten yang kaya dengan hasil 
tambang, Kabupaten Morowali tentunya 
ingin meningkatkan lagi penerimaan PAD 
dengan mencari sumber-sumber penerimaan 
daerahnya diluar potensi sumber daya 
alamnya untuk membiayai kebutuhan 
pembangunan di daerah.  
Sebagaimana yang telah dikemukakan 
sebelumnya bahwa realisasi penerimaan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan di masing-masing kabupaten/kota 
di Sulawesi Tengah tergantung pada seberapa 
besar investasi dari pemerintah daerah 
kepada PT. Bank Sulteng sebagai BUMD di 
Sulawesi Tengah dan seberapa besar 
keuntungan hasil operasional yang diperoleh 
PT. Bank Sulteng.  
 
3. Lain-lain PAD Yang Sah 
Lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah disediakan untuk menganggarkan 
penerimaan daerah yang tidak termasuk 
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, 
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan. Gambaran penerimaan PAD 
yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
 
Tabel 10. Rata-rata Realisasi Penerimaan 
Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 
2013 -2015 (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan 6,611.89                   10,804.56                 14,862.77                 10,759.74                 
2 Banggai 9,671.84                   15,022.91                 29,088.54                 17,927.77                 
3 Morowali 9,745.12                   7,858.10                   39,497.11                 19,033.44                 
4 Poso 5,598.68                   19,298.73                 48,379.73                 24,425.71                 
5 Donggala 7,425.48                   19,994.45                 31,061.95                 19,493.96                 
6 Tolitoli 6,335.33                   19,590.95                 50,156.19                 25,360.82                 
7 Buol 7,139.91                   24,083.64                 34,879.94                 22,034.50                 
8 Parigi Moutong 6,541.58                   60,108.98                 61,459.46                 42,703.34                 
9 Tojo Una-Una 7,947.73                   13,546.75                 15,357.03                 12,283.84                 
10 Sigi 4,840.92                   12,673.59                 14,204.39                 10,572.97                 
11 Palu 56,756.10                 114,517.84               148,378.14               106,550.70               





Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 
2013-2015 (data diolah) 
  
Realisasi penerimaan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
pada Tabel 10 memperlihatkan bahwa rata-
rata penerimaan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah dari Tahun Anggaran 2013-
2015 mencapai Rp. 28,286 Miliyar. Rata-rata 
penerimaan lain-lain PAD yang sah tersebut 
lebih tinggi dibandingkan dengan sumber 
penerimaan PAD lainnya. Sumber 
penerimaan lain-lain PAD yang sah yang 
paling besar pada umumnya berasal dari 
penerimaan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) yang sebelumnya merupakan pos 
retribusi daerah berupa retribusi pelayanan 
kesehatan. 
Selanjutnya dilihat dari sisi 
pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan 
penerimaan lain-lain PAD yang sah pada 11 
kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mencapai 






Tabel 11. Rata-rata Pertumbuhan 
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 
Tahun Anggaran 2013-2015 
 (dalam persen) 
2013 2014 2015
1 Banggai Kepulauan -          63.41       37.56       50.49       
2 Banggai -          55.33       93.63       74.48       
3 Morowali -          (19.36)     402.63     191.63     
4 Poso -          244.70     150.69     197.70     
5 Donggala -          169.27     55.35       112.31     
6 Tolitoli -          209.23     156.02     182.63     
7 Buol -          237.31     44.83       141.07     
8 Parigi Moutong -          818.88     2.25         410.56     
9 Tojo Una-Una -          70.45       13.36       41.91       
10 Sigi -          161.80     12.08       86.94       
11 Palu -          101.77     29.57       65.67       
Rata-rata -          192.07     90.72       141.40     
Tahun Anggaran
Rata-rataNo Kabupaten/Kota
Sumber : Tabel 4.11 (data diolah) 
  
Pertumbuhan penerimaan lain-lain 
PAD yang sah dari Tahun Anggaran 2014 
hingga 2015 sebagaimana tampak pada Tabel 
11 cenderung meningkat, dimana 
pertumbuhan rata-rata tertinggi pada 
Kabupaten Parigi Moutong yang mencapai 
401,56%. Tingginya pertumbuhan tersebut 
sebagai akibat dari adanya penerimaan 
pendapatan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Anuntaloko di Tahun 2015 yang 
mencapai Rp. 34.072.084.325,93. Dari uraian 
realisasi penerimaan dan pertumbuhan PAD 
dan sumber-sumber penerimaannya pada 
kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, maka 
dapat dilihat kontribusinya terhadap PAD 




Gambar 1. Rata-rata Kontribusi Sumber-
sumber Penerimaan PAD Terhadap PAD 
Tahun Anggaran 2013-2015 (%) 
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Pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa 
kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan terhadap PAD di seluruh 
kabupaten/kota masih tergolong kecil karena 
hanya sebesar 2,21%. Sementara Lain-Lain 
PAD yang sah menjadi sumber utama 
penerimaan PAD sebesar 46,28%. Pajak 
daerah sebagai salah satu potensi utama 
sumber penerimaan PAD ternyata belum 
mampu berperan banyak karena 
kontribusinya hanya sebesar 26,61% jauh 
dibawah dibandingkan penerimaan dari hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Lain halnya dengan lain-lain 
PAD yang sah, penerimaan pada lain-lain 
PAD yang sah didominasi oleh penerimaan 
BLUD RSUD dan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) di puskesmas-
puskesmas. Besaran penerimaan BLUD dan 
JKN pada FKTP tergantung pada masyarakat 
yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di 
RSUD dan puskesmas. 
 
2.  Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses 
kenaikan output perkapita yang diproyeksi 
dengan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) yang digunakan untuk mengukur 
total nilai barang dan jasa yang dihasilkan 
pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi 
yang meningkat dan distribusi pendapatan 
yang merata sangat dibutuhkan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur 
dengan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar 
harga konstan. Berikut ini akan disajikan 
perkembangan Pertembuhan Ekonomi 








Tabel 12. Pertumbuhan 
EkonomiKabupaten/Kota Sulawesi 
Tengah Tahun 2013-2015 (Juta 
Rupiah/Harga Konstan) 
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2015 
(data diolah) 
  
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 
bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Tengah 
dari Tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan 
adanya peningkatan. Kota Palu sebagai ibu 
kota Provinsi memiliki perkembangan 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
dibandingkan daerah lainnya.  
 
Tabel 13. Rata-Rata Perkembangan 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota 
Sulawesi tengah (Persen) 
Tahun 2013-2015 
 
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2015 
(data diolah) 
  
Tabel 13 menunjukkan bahwa dari 
tahun anggaran 2013-2014 sampai dengan 
tahun anggaran 2014-2015 rata-rata 
perkembangan pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 
yaitu 10,53%.  
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3. Pengelolaan Pengeluaran Pembangunan 
Secara umum, pengeluaran pemerintah 
daerah dalam hal ini belanja daerah 
merupakan  semua  pengeluaran  kas daerah  
yang  menjadi  beban  atau kewajiban daerah 
untuk membayarkannya yang ditetapkan 
dalam APBD kabupaten/Kota. Pengeluaran 
Belanja daerah di arahkan untuk membiayai 
berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan 
pelayanan umum. Kebijakan umum belanja 
daerah pemerintah Kabupaten/Kota 
diarahkan pada pencapaian sasaran pokok 
terselenggaranya kegiatan pemerintahan, 
pelayanan umum, terpeliharanya berbagai 
asset kekayaan daerah dan hasil-hasil 
pembangunan, serta terlaksananya berbagai 
kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota  
berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. 
Pengeluaran Pembangunan Kabupaten/Kota 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini 
belanja daerah dikelompokaan yaitu : (1). 
Belanja operasi (2). Belanja Modal. Dan (3). 
Belanja tak terduga. Berikut penjabaran 
realisasi belanja daerah dari Tahun 2013 
hingga tahun 2015: 
 
Tabel 14. Perkembangan Pengeluaran 
Pembangunan Kabupaten/kota Sulawesi 
tengah Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah) 
Sumber: LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 
(data diolah) 
  
Tabel di atas memperlihatkan  
perkembangan pengeluaran pembangunan 
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah 
pengeluaran pembangunan Kabupaten/Kota 
Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 
8.378.681,05 juta dan bertambah  menjadi 
Rp. 10.416..430,88  dengan rata-rata 
pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 
9.201.951,98 juta.  
 
Tabel 15. Perkembangan Pengeluaran 
Pembangunan Kabupaten/Kota Sulawesi 
Tengah Tahun 2013-2015 (Persen) 
Sumber: LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 
(data diolah) 
  
4. Jumlah Penduduk Produktif  
Dari hasil registrasi penduduk dan juga 
hasil sensus penduduk pada pertengahan 
tahun 2015 (BPS RI), bahwa jumlah 
penduduk berjenis kelamin laki- laki  lebih  
banyak  di  banding  penduduk  berjenis  
kelamin  perempuan.  Adapun mengenai  
perkembangan  jumlah  penduduk  
kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tengah 
dari tahun  2013 sampai  tahun 2015 dapat 
kita lihat dari data di bawah ini: 
 
Tabel 16. Perbandingan Jumlah 
Penduduk Produktif Terhadap Realisasi 
PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2013-2015 
Sumber: BPS provinsi Sulawesi tengah dan LKPD 
tahun 2013-2015 (data diolah) 
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Penduduk usia produktif adalah penduduk 
yang berusia 15 hingga 59 tahun, penduduk 
muda berusia dibawah 15 tahun umumnya 
dianggap sebagai penduduk yang belum 
produktif  karena secara  ekonomis  masih 
tergantung  pada orang tua atau orang lain 
yang menanggungnya. Selain itu, penduduk 
berusia diatas 59 tahun dianggap  tidak  
produktif  lagi  karena  kemampuannya  tidak  
bisa  optimal  dalam melakukan  pekerjaan  
(Pendidikan  Kependudukan  BKKBN,  
2015). Manurut  Pitoyo (2013)  ada  beberapa  
batasan  tentang  usia  produktif,  BPS  
menggunakan  dua batasan  usia produktif  
yaitu 15-59 tahun  dan 15-64 tahun, yang 
penggunaannya disesuaikan dengan program 
pemerintah. 
Berdasarkan BPS RI (2012), penduduk 
yang termasuk angkatan kerja adalah 
penduduk  usia  kerja  (15  tahun  dan  lebih)  
yang  bekerja,  atau  punya  pekerjaan namun 
sementara tidak bekerja dan pengangguran. 
Penduduk yang termasuk bukan angkatan  
kerja  adalah  penduduk  usia  kerja  (15  
tahun  dan  lebih)  yang  masih sekolah, 
menggurus rumah tangga, atau melaksanakan 
kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.  
 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik ini digunakan untuk 
mengetahui apakah model linear berganda 
yang digunakan pada penelitian ini 
memenuhi persyaratan seperti: Uji 
Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 
Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas.  
A. Uji Normalitas 
Normalitas bertujuan mengkaji apakah 
dalam sebuah model regresi variable 
dependen (terikat), variable independen atau 
bebas atau keduanya mempunyai distribusi 
normal ataukah tidak. Model regresi yang 
baik adalah distribusi data normal atau 
mendekati normal. Deteksi normalitas 
dilakukan dengan melihat penyeberan data 
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar 
pengambilan keputusan adalah: 
Dengan bantuan program statistik 
SPSS 16 hasil Uji Normalitas data dapat 
dilihat pada titik sebaran data yang dihasilkan 
dalam penelitian ini sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 
adalah data normal, seperti diperlihatkan 
pada gambar berikut ini.  
 
 
Gambar 2. Normal Probability Plot 
 
 
B. Uji Multikolinearitas 
Uji ini dimaksudkan  untuk mengetahui 
apakah diantara variable bebas (indevenden) 
tidak saling berkorelasi atau tidak terdapat 
hubungan yang signigikan antara variable. 
Hasil Uji multikolinearitas dengan 
menggunakan variance Inflation Factor (VIF) 
seperti pada table berikut: 
 










1 (Constant) -32.727 7.107   
PDRB .575 .201 .340 2.937 
PP 1.648 .371 .365 2.742 
JPPr -.409 .247 .415 2.409 
a. Dependent 
Variable: PAD 
   
Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS 
  
Dari tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa 
nilai VIF dari variabel-variabel independen 
dalam model regresi yang digunakan kurang 
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dari angka 10 sedangkan nilai Tolerance 
lebih besar dari 0,10, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel-varaibel tersebut 
tidak terdapat gejala multikolinearitas. 
C. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk 
menguji apakah terdapat korelasi antara 
kesalahan-kesalahan pada data runtut waktu 
(time series).  Model regresi yang baik adalah 
yang bebas dari autokolerasi (Ghozali, 2005). 
Uji autokorelasi dilakukan dengan cara 
melihat nilai statistik Durbin-Watson. Hasil 
uji Durbin-Watson ditunjukan dengan tabel 
4.19 seperti di bawah ini: 
 


























.766 .742 .36017 2.448 
a. Predictors: (Constant), JPPr, PP, 
PDRB 
 
b. Dependent Variable: 
PAD 
  
Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS 
 
Dari tabel 18 di atas menunjukan 
bahwa nilai Durbin-Watson  adalah 2,448. 
Berdasarkan tabel  Durbin Watson, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam model 
regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. 
D. Uji Heterokedastisitas 
Suatu model regresi dikatakan baik 
adalah yang homoskodestisitas atau tidak 
terjadi heterokedastisitas. Uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan yang lain: 
 
 
Gambar 3. Scatter Plot Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan scatter plot pada gambar 
12 di atas menunjukan bahwa tidak ada pola 
yang jelas dan titik-titik menyebar secara 
acak diatas maupun dibawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini dapat berarti tidak terjadi 
heterokodastisitas pada model regresi. 
 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi Linear Berganda merupakan 
salah satu alat statistik Parametrik dengan 
fungsi menganalisis dan menerangkan 
keterkaitan antara dua atau lebih faktor 
penelitian yang berbeda nama, melalui 
pengamatan pada beberapa hasil observasi 
(pengamatan) di berbagai bidang kegiatan.  
Sesuai hasil analisis Regresi Linear 
Berganda dengan menggunakan bantuan 
komputer SPSS For Wind Release 16,0 
diperolerh hasil-hasil penelitian dengan 
dugaan pengaruh ketiga variabel independen 
(PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan 
Jumlah Penduduk Produktif) terhadap  
terhadap pendapatan asli daerah pada 
kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dapat 
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Tabel 19. Hasil Perhitungan Regresi 
Berganda 
















.575 .201 2,855 0,008 
X2 = PP 1.648 .371 4,443 0,000 




Multiple R                  = 0,875 
R-Square                  = 0,766              F-Statistik  = 31,609 
Adjusted R-Square     = 0,742 Sig. F      = 0,000 
Sumber: Hasil Regresi 
 
Model regresi yang diperoleh dari tabel 
diatas adalah sebagai berikut : 
Y = -32.727  +  0,575 X1 +  1,648 X2  –  0,409 X3 
Persamaan diatas menunjukkan, 
variabel independen yang dianalisis berupa 
variabel (X1, X2 dan X3,) memberi pengaruh 
terhadap variable dependen ( Y ) pendapatan 
asli daerah. 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan: 
1. Nilai constanta  sebesar  -32.727 
merupakan nilai pada saat semua variabel 
X (X1,X2 dan X3) bernilai 0 (Nol). Nilai 
ini merupakan nilai awal atau factor 
koreksi pada model regresi. 
2. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) (X1) 
dengan koefisien regresi 0,575 ini berarti 
terjadi pengaruh yang positif antara PDRB  
dan pendapatan asli daerah. Artinya 
bahwa setiap peningkatan pertumbuhan 
ekonomi 1 satuan akan meningkatkan 
pendapatan asli daerah sebesar 0,575 
satuan pada kabupaten/kota di Sulawesi 
Tengah. 
3. Pengeluaran Pembangunan (X2) dengan 
koefisien regresi 1,648  ini berarti terjadi 
pengaruh yang positif antara Pengeluaran 
Pembangunan dan pendapatan asli daerah. 
Artinya bahwa setiap terjadi penambahan 
Pengeluaran Pembangunan  1 satuan akan 
mengakibatkan terjadi penambahan 
pendapatan asli daerah sebesar 1,648 
satuan pada kabupaten/kota di Sulawesi 
Tengah. 
4. Jumlah Penduduk Produktif (X3) dengan 
Koefisien Regresi sebesar -0,409 ini 
berarti terjadi pengaruh yang negatif 
antara jumlah penduduk produktif dan 
pendapatan asli daerah. Artinya setiap 
penambahan 1 satuan jumlah penduduk 
produktif akan mengakibatkan penurunan 
PAD sebesar 0,409. 
 
3. Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis dilakukan untuk 
mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 
terbukti atau tidak terbukti. Hasil pengujian 
hipotesis dengan menggunakan regresi linier 
berganda dapat dijabarkan sebagai berikut. 
A. Pengujian Pengaruh Simultan 
Uji simultan adalah sebuah pengujian 
untuk mengetahui apakah variabel 
independen ( X ) yang diteliti memilki 
pengaruh terhadap variabel dependen ( Y ) 
berarti semua variabel bebasnya, yakni 
PDRB (X1), Pengeluaran Pembangunan 
(X2), dan Jumlah penduduk Produktif (X3)  
dengan variabel tidak bebasnya pendapatan 
asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah yakni: 
Berdasarkan hasil uji ANOVA 
(Analysis of Varians) nilai Fhitung sebesar 
31,609; lebih besar dari Ftabel sebesar 3,32 
pada taraf nyata ά = 0,05 atau α < 0,05 dan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini 
menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
semua variabel X secara simultan 
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 
pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. 
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketiga 
variabel bebas tersebut yaitu PDRB, 
pengeluaran pembangun dan jumlah 
penduduk produktif mempunyai peran 
penting terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah pada kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka 
hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: 
PDRB, Pengeluaran Pembangunan Dan 
Jumlah Penduduk Produktif Secara Simultan 
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Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah   
berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti. 
 
B. Pengujian Parsial 
 Pengujian secara parsial dimaksudkan 
untuk melihat pengaruh masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebasnya, sebagai berikut: 
1. PDRB (X1) 
Nilai t hitung PDRB lebih besar dari nilai 
t tabel (2,855>2,04523); dan tingkat 
signifikansinya lebih kecil dari taraf 
ketidakpercayaan 5% (0,008 < 0,05). Untuk 
variabel PDRB, hasil perhitungannya 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 
sebesar 0,575 , sementara tingkat signifikasi t 
sebesar 0,008. Dengan demikian nilai sig t < 
0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga 
dapat dinyatakan bahwa variabel PDRB 
mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota 
di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka 
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa : 
PDRB Berpengaruh Positif Dan Signifikan 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 
Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah, 
berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti. 
 
2. Pengeluaran Pembangunan (X2) 
Nilai t hitung Pengeluaran Pembangunan 
lebih besar dari nilai t tabel (4,443>2,04523); 
dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 
taraf ketidakpercayaan 5% (0,000 < 
0,05).Untuk variabel Pengeluaran 
pembangunan, hasil perhitungannya 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 
sebesar 1,648, sementara tingkat signifikasi t 
sebesar 0,000. Dengan demikian nilai sig t < 
0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga 
dapat dinyatakan bahwa variabel Pengeluaran 
Pembangunan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah 
pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. 
Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa: Pengeluaran 
pembangunan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah 
pada Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, 
berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti. 
 
3. Jumlah penduduk Produktif (X3) 
Nilai t hitung Jumlah penduduk produktif 
lebih kecil dari nilai t tabel (-1,657 < 2,04523); 
dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 
taraf ketidakpercayaan 5% (0,108 > 0,05). 
Untuk variabel Jumlah Penduduk produktif, 
hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi sebesar -0.409, 
sementara tingkat signifikasi t sebesar 0,108. 
Dengan demikian nilai sig t > 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa variabel jumlah penduduk 
produktif mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah 
pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. 
Dengan demikian maka hipotesis keempat 
yang menyatakan bahwa: Jumlah Penduduk 
Produktif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan asli daerah pada 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 
berdasarkan hasil uji-t ternyata tidak terbukti.
  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
1. Perkembangan PDRB, Pengeluaran 
Pemeritah, Jumlah Penduduk Dan PAD 
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sulawesi 
Tengah Mengalami Peningkatan Yang 
Cukup Signifikan, Demikian Pula Halnya 
Dengan Pertumbuhannya Yang 
Memperlihatkan Rata-Rata Pertumbuhan 
Yang Positif. 
2. PDRB, Pengeluaran Pemeritah Dan 
Jumlah Penduduk Secara Simultan 
Berpengaruh Signifikan Terhadap PAD 
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sulawesi 
Tengah 
3. Faktor PDRB Secara Parsial Berpengaruh 
Signifikan Terhadap PAD 
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sulawesi 
Tengah 
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4. Pengeluaran Pemerintah Secara Parsial 
Berpengaruh Signifikan Terhadap PAD 
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sulawesi 
Tengah 
5. Jumlah Penduduk Secara Parsial 
Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap 




1. Pada kabupaten yang mempunyai 
pertumbuhan ekonomi terendah 
sebaiknya meningkatkan pengelolaan 
potensi sumber daya alam andalan 
dengan membuat unit pengolahan yang 
menggunakan peralatan modern atau 
melakukan kerjasama dengan investor 
swasta untuk membangun industri 
manufaktur sehingga dapat menambah 
nilai tambah ekspor untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 
pendapatan daerah.  
2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya 
menambahkan dan menguraikan variabel 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 
alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) sehingga dapat di ketahui 
variabel apa yang mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD). 
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